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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Dari penjabaran yang telah dilakukan penulis, dapat dilihat bahwa terdapat 

hal yang tidak sinkron antara UU Pangan dengan Peraturan Kepala BPOM 

mengenai izin pemasukan makanan impor ke Indonesia. Menurut UU 

Pangan, produk pangan olahan yang masuk dari luar wilayah Indonesia wajib 

dilakukan uji kelayakan terlebih dahulu melalui uji laboratorium, lalu 

kemudian diberikan izin untuk beredar. Namun menurut Peraturan Kepala 

BPOM, setiap produk pangan olahan yang masuk dari luar wilayah Indonesia 

hanya wajib melampirkan keseluruhan surat-surat sesuai ketentuan yang 

diwajibkan BPOM.  

Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang berlaku 

tidak sinkron mengenai teknis pengurusan izin masuknya produk ke wilayah 

Indonesia. Dengan melihat asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior, 

merupakan hal yang wajib bagi BPOM untuk mencantumkan dalam 

Peraturan Kepala BPOM, bahwasannya produk pangan olahan yang masuk ke 

Indonesia dan hendak beredar wajib dilakukan uji laboratorium mengingat 

ketentuan dalam UU Pangan. Bila tidak demikian, maka UU Pangan yang 

berlaku dianggap UU kosong yang tidak ada gunanya. 

Dalam penelitian ini penulis menggarisbawahi bahwa BPOM dalam hal ini 

dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen, 

karena tidak sinkronnya peraturan yang dibuat oleh BPOM tidak mengikuti 

apa yang diamanatkan undang-undang. Akibatnya tidak terjadi uji 

laboratorium sebelum barang beredar di Indonesia. Hasilnya, konsumen 

karena ketidaktahuannya terlanjur mengonsumsi produk Samyang Yang 

Mengandung Babi sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. BPOM-pun baru 

melakukan uji laboratorium setelah produk tersebut beredar kurang lebih 5 

tahun. 
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Pertanggungjawaban tersebut akhirnya dapat dimintakan dengan melakukan 

upaya hukum gugatan kepada BPOM atas dasar PMH melalui pasal 1365 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Gugatan tersebut dapat korban bawa 

ke Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri. Dasar yang digunakan sudah 

jelas yaitu BPOM telah memenuhi 4 (empat) unsur PMH. Kerugian yang 

dirasa korban terhadap pernah diterbitkannya Izin Edar produk tersebut dapat 

diajukan pertanggungjawabannya ke hadapan hakim untuk dimintakan 

putusan pengadilan negeri. 

2. Saran 

BPOM sebagai Lembaga Negara Non Kementrian di bawah Keppres Nomor 

103 Tahun 2001, bertanggung jawab langsung ke Presiden dengan 

memperhatikan peraturan yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini penulis 

berharap BPOM segera menyelaraskan peraturan mereka dengan peraturan 

nasional yang berlaku (UU Pangan). Karena bila tidak, hal seperti ini dapat 

terus terjadi kedepannya. BPOM sebagai badan resmi pemerintah yang 

memiliki kewajiban mengawasi setiap produk makanan secara nasional dan 

menyeluruh, harus menguji setiap produk tersebut sebelum sampai ke 

pasaran. Karena setiap produk yang telah beredar akan lebih sulit diuji 

dibandingkan sebelum produk tersebut beredar. 

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi seluruh yang membacanya, dapat 

membuka pola berpikir dan dapat dijadikan referensi bagi mereka yang 

hendak melakukan penelitian kedepannya. 
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